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Tempat

I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Negara Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 201

e

Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan
Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

1.

Pasal 4 Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:




a. pembukuan Dana Kampanye;
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit laporan Dana Kampanye.

2. Pasal 8
“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim

Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan
tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota

3. Pasal 25 Ayat (1)

“Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana
Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota”

4. Pasal 25 Ayat (2)
“Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK";

5. Pasal 26 Ayat (2)
“periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
waktu penyampaian LADK";

6. Pasal 26 Ayat (3)
“Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuanq\'
LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum waktu penyampaian LADK";

7. Pasal 28 Ayat (3)
“Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai
dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK";

8. Pasal 30 Ayat (3)

“Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup

pada saat masa Kampanye berakhir”;



9. Pasal 31 Ayat (2)

“Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat’;

10. Pasal 31 Ayat (4)

11.

“LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”;

Pasal 32 Ayat (2)

“Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah
melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”

12.Pasal 32 Ayat (4)

“LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikot
dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak
menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”;

13.Pasal 33 Ayat (2)

“Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah
melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye

berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”

14.Pasal 33 Ayat (4)

“LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota

dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak



menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat”,

III. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan kepala Daerah yang demokratis,
jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu
Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera
Selatan untuk Konsisten Waktu pada Penerimaan Laporan Dana Kampanye
Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Ketentuan Teknis yang ditetapkan.
Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umu

Kabupaten,Halmghera Selatan
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